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1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu isu penyiaran yang paling sensitif sejak dikeluarkannya UU No 32

Tahun adalah masalah Sistem g##Siun J8wiggan (SSJ). Di saat wacana Sistem

{ﬁﬁg - TV, MNCTV, Indosiar, Global

\/ Qiie dan , beserta polemiknya terus

Stasiun Jaringan LPS tele
TV, ANTV, Trans7,

bergulir di ranah pg Sistem Stasiun Jaringan
yang berasal darj e.l@l e pkal), seperti SUN TV
Network, Ko | ja¥i perhatian berbagai

kalangan Han, 4 ) 3 di dalam

siaran tidak boleh¥gilakukan hany4 stasiun relai. Di mana
praktiknya, status 3I5ting  diturunkan  menjadi
kepemilikan lokal untg mownership dan diversity of
content seperti yang diamanatkan Undang-Undang, namun pada penyelenggaraan
SSJ televisi non eksisting, justru sebaliknya, terjadi akuisisi dan pembelian saham
televisi-televisi lokal. Grup-grup besar seperti SUN TV Network yang merupakan
anak perusahaan MNC, Kompas TV dari kelompok Kompas Gramedia begitu
agresif bermitra dan bersinergi dengan stasiun-stasiun televisi lokal untuk
membentuk jaringan, serta memperluas daya siar ke berbagai penjuru Tanah Air.
Uki Hastama, anggota dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVLSI),
pengamat media dan konsultan televisi lokal, kepada peneliti, menyampaikan

fakta tentang kondisi dunia penyiaran yang sekarang ini tengah diwarnai



perburuan dan persaingan untuk membeli stasiun-stasiun televisi lokal. Uki
menyebut SUN TV, serta kelompok Kompas Gramedia yang akan membuat
televisi jaringan KompasTV, sangat gencar meminang televisi-televisi yang
memiliki 1zin Penyelenggara Penyiaran (izin frekuensi) di berbagai daerah.
Seperti apapun kondisi stasiun televisi di daerah, asalkan memiliki IPP, pasti akan
diincar untuk dibeli, kata UKi.

Saat ini berdasarkan data dari Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVSI)
tahun 2011, ada sekitar 36 stasiun lokal yang memiliki IPP, dan masih ada sekitar

20 stasiun yang menunggu izin pas#eMgggaraan penyiaran. (Sumber : ATVSI).

inisiator UU te engatakan bahwa saat
ini ada keceng ru@n ch&apa stasiun televisi
swasta di daeMgh. Paul a bahw@ SUN TV terancam

digugat sejumig Indonesia. Karena
penguasaan S c : 3 ' <ab 01 seltiruh daerah dianggap
sebagai sebuah
tersebut  merup®an pengy hilalinal

penguasaan frekuensfgan WT'Wr
AR

Paulus menyagangkan

erAur§an% onglomerasi media yang
mengambilalih pemilik izin penyiaran televisi lokal yang sejak awal berdiri
membawa misi demokratisasi dan pluralisme serta kearifan lokal di seluruh
Nusantara. Menurut Paulus, SUN TV membeli hampir seluruh televisi lokal,
namun siarannya tersentral dari Jakarta. Kondisi tersebut menurutnya menelikung
undang-undang, mengingkari semangat diversity of ownership dan diversity of
content. (Antara News, 4 April 2011). Fakta tersebut menunjukkan bahwa
sebenarnya di dalam lembaga penyiaran swasta, tengah terjadi persaingan yang

tidak sehat. Yang kecil di daerah, diambil alih dengan berbagai cara.



Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Dadang Rahmat Hidayat juga
memberikan pandangan yang sama dengan Uki Hastama, dan Paulus Widiyanto.
Dadang melihat terjadi berbagai skenario untuk pengambilalihan televisi lokal,
frekuensi local ke dalam satu tangan yang cenderung sentralistik. Dadang
menyebutkan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, seperti proses perizinan yang
lama dan berbelit, hingga kerjasama program yang pada akhirnya berujung pada
pengambilalihan kepemilikan. Dadang merasa dikhianati, dengan perubahan-
perubahan yang ada. Sebagai contoh kerjasama operasi yang diberikan antara

induk dan anggota jaringan, nag ang terjadi adalah pemindahtanganan

kepemilikan. Siaran teley disuplai dari pusat yang tidak
mencerminkan konten alUl stasiun televisi lokal, ada
isi siaran lokal, m sekarang tidak ada lagi.
Berdasarkan UU, 3arnya diizinkan oleh
pemerintah asa asr crasi di tempat yang
berbeda. /el a dan akuisisinya,

irawan Adnan juga
melihat terdapa i yambilalihan lembaga
menga Jut sebagai suatu bentuk

Pe F muﬁdgjﬁ“ bono Syamsuddin bahkan

omunikasi Informa (Menkominfo)  untuk

kejahatan. Koordinat®

mendesak  Menteri

memperhatikan izin penyiaran televisi swasta. Pemerintah harus melakukan uji
kelayakan yang selektif, dalam pemberian izin mendirikan televisi swasta agar
tidak terjadi monopoli kepemilikan televisi (Antara News, 4 April 2011).
Persoalan pengambilalihan televisi lokal di berbagai daerah terjadi karena
di dalam UU No 32 Tahun 2002, tak ada pasal yang melarang pemilik modal
besar mendirikan stasiun jaringan. Regulasi juga tidak mewajibkan stasiun
jaringan didirikan dengan modal lokal. Induk dan anggota jaringan bisa saja
didirikan oleh pemodal besar. Satu-satunya pasal yang berbicara tentang modal

lokal adalah pasal 31 yang menyatakan ’’mayoritas pemilikan modal awal dan



pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat di daerah
tempat stasiun lokal itu berada”. Dalam hal ini, penting dicatat bahwa pasal ini
hanya menyatakan ’’diutamakan’’ kepada masyarakat di daerah tempat stasiun
lokal itu berada, bukan *’diwajibkan’’.

UU No 32 Tahun 2002 juga membedakan antara ’’stasiun penyiaran
jaringan” dan/atau ’’stasiun penyiaran lokal”. Dalam hal ini bisa saja interpretasi
bahwa pemilik modal awal dan pengelolaannya diutamakan kepada masyarakat
lokal adalah *’stasiun lokal” dan bukan ’’stasiun penyiaran jaringan”. Dengan

kata lain, tak ada kewajiban yagg#®mgrang pemilik modal besar mendirikan

pelaku bisnis di ingd ktik yang banyak dipilih
oleh pemodal be en Indonesia. SUN TV,
yang berada di ilik pengusaha Hari
Tanoesudibyo ptingan MINC untuk
mengamankanykeberlante® atan hing@a ke daerah-daerah,

banyak melakuk ada tahun 2010, SUN
TV ditargetkan mégggandeng innya. Target ini belum
sepenuhnya tercapai, amL'fE Nw%et ifii tercapai maka SUN TV

akan akan memiliki daj§ meng asiun TV |flkal, sementara saat ini SUN
TV telah memiliki 16 stasiun TV lokal dan tayang di 17 provinsi di Indonesia.
(Bisnis Indonesia, 14 Desember 2010)

Akuisisi televisi-televisi lokal yang dilakukan SUN TV Network sangat
rawan pada masalah legalitas penggunaan frekuensi, serta perubahan komposisi
saham dan kepemilikan. Sebagai contoh kasus akuisisi perusahaan televisi lokal
Sumatera Utara PT. Deli Media Televisi (Deli TV). Deli TV yang merupakan
televisi lokal pertama di Sumatera Utara yang pernah melakukan pemutusan
hubungan kerja besar-besaran terhadap karyawan. PHK dipicu terjadinya

ketidakcocokan antar pemegang saham dalam pembagian keuntungan.



Manajemen Deli TV dinilai tidak transparan, dan diduga melakukan banyak
penyelewengan. Direktur Umumnya berambisi menjual PT Deli Media Televisi
kepada MNC, dengan dia dijanjikan menjabat sebagai Kabiro SUN TV Medan
(milik MNC Group). (Koran Tempo, 1 Juli 2008)

Jaringan SUN TV Network lainnya, yaitu SUN TV Makassar juga
pernah bermasalah dengan perizinannya. Sun TV Makassar kini sudah kembali
mengudara melalui kanal frekuensi 51 UHF. SUN TV Makassar sudah sah dan
legal bersiaran karena memiliki 1zin Penyelenggaraan Siaran (IPP). (Tribun
Makassar, 24 Maret 2009)

dan keluasan calgfp iayaf Manggap potensial  bagi
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menyatakan, pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta
jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu
wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia
dibatasi. Baik orang perorangan maupun per badan hukum hanya dibolehkan
memiliki dua izin penyelenggaraan penyiaran dan harus pula berada di dua
provinsi yang berbeda. Komposisi kepemilikan saham (dapat) 99,99 persen untuk
badan hukum yang pertama dan paling banyak 49 persen untuk badan hukum
kedua, paling banyak 20 persen untuk badan hukum ketiga, paling banyak 5

persen untuk badan hukum keempat dan seterusnya. Itu pun badan hukum-badan



hukum tersebut berlokasi di beberapa provinsi yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia.

Meski sudah ada regulasi tentang kepemilikan saham anggota stasiun
jaringan terhadap induk jaringan, namun tetap saja garis besar kepemilikan
berpusat pada beberapa orang (para penguasa modal). Para konglomerat media
bisa dengan mudah memanfaatkan jaringan medianya untuk kepentingan
komersial dan pribadi. Apalagi keberadaan pemodal besar masuk dalam sistem
dan struktur politik di Indonesia. Selain itu, dengan model top down,

kemungkinan besar top managemga® Yagg menduduki posisi penting di stasiun

Sistem s rgl ja Hent e kan merupakan tema
baru: dalam peffyizvay, el ibinoe oA ndgara. Sistem stasiun
pada hakikat bidang penyiaran
antara induk hh sedemikian rupa
sehingga daera ir A : & g menglibaikan pusat.

Di luar i, S8 i, W6 980-an, sigtem siaran televisi di

ABC, CBS (Amerikd i el 5, BBC (Inggrls). Di
Jepang, Nippon Televigiion Networg(Brporatlon emiliki Nihon TV (Nittele),
dengan wilayah siaran mencakup kawasan Tokyo dan sekitarnya, serta stasiun
televisi Prefektur Okinawa. Sejak tahun 1996, NTV menjalin jaringan pertukaran
berita NNN (Nippon News Network), dan jaringan pertukaran materi siaran NNS
(Nippon television Network System) dengan stasiun TV swasta di daerah. Di
Australia, sentral televisi Sidney diterima di Melbourne dan Perth, dan muatan
siaran lokalnya sangat kental. (Sudibyo, 2004:143).Di Amerika Serikat, ada
empat jaringan televisi besar, yaitu NBC, ABC, CBS dan Fox. Siaran dari
jaringan tersebut menjangkau seluruh Amerika Serikat melalui rantai stasiun-

stasiun lokal yang tergabung sebagai stasiun afiliasi jaringan. Sebagian dari



stasiun afiliasi tersebut dimiliki oleh jaringan, tapi juga bisa berdiri sebagai
perusahaan sendiri. Karena itu di setiap daerah di AS, ada empat stasiun televisi
afiliasi yang isi siarannya merupakan kombinasi dari isi siaran jaringan dan isi
siaran lokal. (www.wikipedia.com)

Di Kanada, ada jaringan televisi berbahasa Inggris yang dimiliki
konglomerat media terbesar CTVglobemedia. Sebagai jaringan televisi terbesar di
Kanada, CTV sejak tahun 2002 secara terus berada di peringkat teratas dalam total
pemirsa setelah beberapa tahun berada di belakang Global Television Network.

Sejak pertengahan Oktober 2005 g#Mgstasiun yang dimiliki dan dioperasikan

1.2. PERUMUSAN

Pada Era Reformasi, demokratisasi penyiaran berusaha diwujudkan melalui
Sistem Stasiun Jaringan, yang tertuang dalam kebijakan desentralisasi penyiaran,
UU No 32/ 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta, serta Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika No. 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan. Dengan hadirnya sistem stasiun


http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaringan_televisi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=CTVglobemedia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Television_Network&action=edit&redlink=1

jaringan diharapkan bisa terpenuhinya aspek keragaman kepemilikan dan materi
acara yang menumbuhkan kearifan lokal.

Namun praktik akuisisi atau pengambilalihan televisi-televisi lokal yang
memiliki izin penyelenggaraan penyiaran oleh pemodal besar industri penyiaran
justru menunjukkan bahwa di dalam lembaga penyiaran swasta, tengah terjadi
persaingan yang tidak sehat. Ditambah dengan banyaknya celah kelemahan dari
UU Penyiaran maka praktik penyelenggaraan Sistem Stasiau Jaringan menjadi
sangat rawan pada masalah legalitas penggunaan frekuensi, perubahan komposisi

terjadi yang terfgi v {0 7 den ik S si tasiun jaringan SUN
TV Network?

1.3.TUJUAN PENEL

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Melihat praktik sistem stasiun jaringan SUN TV Network
2. Menggambarkan bagaimana implementasi regulasi pemilikan dan isi
siaran sistem siaran jaringan SUN TV Network, dan implikasinya

terhadap pasar.



1.4. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

1.4.1 Signifikansi Akademis

Secara konseptual penelitian ini mempunyai kegunaan untuk mengkaji ulang
konsep tentang sistem stasiun jaringan serta regulasi penyiaran. Penelitian ini
diharapkan dapat menambah referensi,  pengetahuan dan literatur, dan
pengembangan ilmu tentang bahasan mengenai sistem stasiun jaringan yang

berkaitan dengan regulasi kepegs dan isi siaran. Manfaat teoritis dapat

regulasi sistem stasiug ) . wckapkan penelitian ini dapat

diperoleh dari penelifgn n&'F
stasiun televisi nasion@, stasiun'i
LSM, dan ALTVI.

EJBH wap direkomendasikan kepada
i

stasiun_inMuk lokal, KPI, pemerintah,

1.4.3. Signifikansi Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepada masyarakat
tentang pemahaman peta sistem stasiun jaringan dan regulasi kepemilikan dan isi
siaran dari sistem stasiun jaringan televisi lokal. Temuan penelitian ini,
diharapkan dapat dijadikan panduan untuk memantau dan menilai implementasi

sistem stasiun televisi jaringan televisi lokal.



1.5. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1.5.1 Paradigma Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma Post
Positivisme. Aliran ini mempunyai cara pandang yang sedikit berbeda dengan
aliran positivisme, yaitu kritis realis (Guba, 2009:135). Sehingga dalam penelitian
ini, implementasi dari proses regulasi sistem siaran jaringan berada dalam cara

pandang kritis realis. Dalam prajg#® ™gulasi sistem siaran jaringan, kebenaran

dinamis, Fabu I g bersifat  interaktif

H(“t%gi flalam penelitian ini adalah

uhnya dipfiroleh. (Guba, 2009:135)
Dalam kaitannya dengan penelitian bahwa undang-undang yang
mengatur penyiaran merupakan realitas yang ada, dan pelaksanaan atau
implementasi undang-undang dalam hal ini regulasi kepemilikan dan isi
siaran sebagai sesuatu yang bisa dilihat. Dan, sesuai dengan tujuan
penelitian ini, yaitu melihat bagaimana implementasi proses regulasi
kepemilikan, dan isi siaran berlangsung dalam sistem siaran jaringan,
bagaimana keterkaitan antara stasiun televisi jaringan, pemerintah, KPI,
dan pasar dalam praktik regulasi kepemilikan dan isi siaran dalam sistem

siaran jaringan, aspek ekonomi politik apa saja yang melatarbelakangi
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implementasi regulasi sistem siaran jaringan, serta bagaimana implikasi
regulasi kepemilikan dan isi siaran terhadap pasar atau publik, maka
secara Ontologis, substansi penelitian ini telah mengikuti paradigma Post

Positivisme.

1.5.1.2. Aspek Epistemologis

Pada tataran penelitian ini bercirikan modified objektivis, interaktif, dan

netral. (Guba, 2009:135). 4 wgan peneliti dengan realitas yang diteliti,

1.5.1.3 AspAk Metodt R

SEMARANS

inlblementasi epe

Penelitian ilikan dan isi siaran ini

menggunakan ~ modified experiment/manipulative, di mana peneliti
melakukan pengamatan secara natural, secara kualitatif, dan tergantung
pada teori yang dipergunakan, falsifikasi dengan cara critical multiplism,
atau modifikasi ’’triangulasi’’, serta informasi yang lebih situasional.
(Guba, 2009:135). Kriteria kualitas penelitian menggunakan objectivity,
reliability, dan validity. Metode yang tepat sebagai jalan menuju penelitian
ini adalah Studi Kasus (Case Study Research) karena merupakan salah
satu bentuk strategi penelitian kualitatif yang berparadigma Post

Positivisme. Selain itu Studi Kasus merupakan metode riset yang

11



menggunakan sumber data (sebanyak mungkin data). Meskipun peneliti
juga menggunakan data dan analisis statistik, namun data analisis statistik
tersebut hanya sebagai pelengkap (Bogdan, R.C. and Biklen, K., 1982;
Mulyana, 2002).

1.5.1.4. Aspek Aksiologis

Di mana nilai, etika dan pilihan moral berada dalam arus diskusi. Peneliti

berperan sebagai mediatg aa sikap ilmiah dan objek penelitian.

orediksi dan kontrol. “Controlled

yang dilakukan tahu

B\ tu tersebut, karena aturan
a ode tersebull menjadi perbincangan yang

Dari penelitian tentang siaran sistem siaran jaringan, peneliti berhasil

tentang sistem stasiun

menarik.

mengumpulkan lima penelitian yang dianggap relevan dengan tema sehingga
dapat digunakan sebagai pembanding, penambahan, serta penyempurnaan laporan
penelitian yang sudah ada. Dari lima penelitian tersebut, satu penelitian
melakukan studi dokumentasi untuk membuat pemetaan sistem stasiun jaringan
yang ada di Indonesia, tiga penelitian membahas tentang kesiapan televisi lokal
menghadapi era jaringan, dan penelitian yang terbaru merupakan riset studi kasus

implementasi regulasi SSJ televisi lokal yang ada di Kota Semarang. Meskipun

12



peneliti juga melakukan riset studi kasus implementasi regulasi SSJ, namun
peneliti mengambil subjek penelitian yang berbeda dengan penelitian yang sudah
dilakukan, yaitu Sistem Stasiun Jaringan televisi non eksisting. Sehingga
penelitian ini  menjadi penelitian yang pertama yang melihat praktik
penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan dari Televisi Lokal dalam hal ini SUN
TV Network (Lihat Lampiran 1)

1.5. 3. Teori Ekonomi Politik

epemilikan dan isi dari Sistem

Teori yang berkaitan deng R&szﬂm I

Stasiun Jaringan adalg gkonomi @ |[Agnedia. Pendekatan ekonomi
: - 0 ten
OO0

bungan antara struktur

perhatian penel m@t ilikan, kontrol serta

kekuatan opeghtSi RSO MEos E aof itusi media massa
dianggap sebadi siste gag crat dengan sistem politik.
Kualitas peng@tahuan media untuk
masyarakat, selfggian D€ ar berbagal ragam isi
dalam kondisi akan el juga ditentukan oleh
kepentingan ekono ili penentu kebijajdén. Berbagai kepentingan
tersebut berkaitan de an:‘:i\M]ﬂ Htk“&p Oleh keuntungan dari hasil

keuntungan, sebagai akibat adanya kecenderungan monopolistis dam proses
integrasi baik secara vertikal maupun horizontal. Konsekuensi keadaan ini tampak
dalam wujud berkurangnya jumlah sumber media independen, terciptanya
konsentrasi pasar besar, munculnya sikap masa bodoh terhadap calon khalayak
pada sektor kecil.

Peter Golding dan Graham Murdock mengatakan efek kekuatan ekonomi
tidak berlangsung secara acak tetapi terus menerus : mengabaikan suara
kelompok yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan sumber  daya.

Pertimbangan untung rugi diwujudkan secara sistematis dengan memantapkan
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kedudukan kelompok-kelompok yang sudah mapan dalam pasar media massa
besar dan mematikan kelompok-kelompok yang tidak memiliki modal dasar yang
diperlukan untuk mampu bergerak.

Menurut Golding dan Murdock (dalam Curran dan Gurevitch, 1991:15-
32), dalam perspektif ekonomi politik, sistem komunikasi publik dipahami
sebagai bagian dari industri budaya secara makro.  Golding dan Murdock
menunjukkan bahwa perspektif ekonomi politik komunikasi massa ini dibedakan

menjadi dua macam berdasarkan paradigma yang digunakan, yaitu pertama

ekonomi politik krifs terdiri 03 riteria pgftama adalah masyarakat

mpgf FMsﬂyﬁwrﬁr@mu

sebagai bagian dari ideBlogis di ma amnya

kapitalis menjadi ke asi. Kedua, media dilihat

las-kelas dalam masyarakat
melakukan pertarungan, walaupun dalam konteks dominasi kelas-kelas tertentu.
Kriteria terakhir, profesional media menikmati ilusi otonomi yang disosialisasikan
ke dalam norma-norma budaya dominan.

Ekonomi politik kritis tidak hanya berkonsentrasi pada batasan dari bahan
tetapi juga pada konsumsi budaya. Ini juga memusatkan perhatian pada tempat
sosial yang mengatur akses pada kompetensi budaya yang dibutuhkan untuk
menginterpretasikan dan penggunaan bahan media secara khusus. Satu dari paham
empirik terkuat dalam kajian budaya didasarkan pada kajian sub-budaya kaum

muda yang melakukan penelitian terhadap pembacaan teks di televisi yang
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memberikan perhatian pada tempat sosial yang memberikan akses pada budaya
dan symbol budaya yang mempertahankan perbedaan interprestasi dan pendapat.
Penekanan pada pengalaman sosial sebagai bahan budaya adalah penting tetapi
tidak dapat minta secara berlebihan. Konsumsi budaya tidak sepenuhnya
dimanfaatkan sebagai strategi dari industri budaya tetapi mereka adalah sama
tetapi tidak sepenuhnya tidak terikat daripadanya. Kita ingin melihat komoditas
budaya sebagai tempat perlawanan terus dilakukan melalui penggunaan dan
definisi antara produsen dan audiensi dengan kelompok konsumen yang berbeda.

prinsip untuk nje §.58 10 A 5 sar, guna tercapainya

suatu efisiens) aksimume> e um % dan kesejahteraan

Media massa menurut pandangan liberal ini benar-benar dilihat sebagai
sebuah produk kebudayaan yang harus diberikan kesempatan secara bebas dan
luas untuk dimiliki oleh siapa pun juga, dan untuk berkompetisi secara bebas
dalam pasar tersebut. Ekonomi politik liberal sangat concern pada isu-isu seperti
free market, demi keberlangsungan kebebasan individu (dan karenanya
menempatkan negara sebagai *’manajer’’).

Varian ekonomi politik liberal, yang selanjutnya disebut ekonomi politik
liberal, digunakan sebagai pisau analisis dalam kajian regulasi kepemilikan dan isi

siaran sistem stasiun jaringan karena empat hal. Pertama, masyarakat dipahami
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sebagai kelompok-kelompok yang saling bersaing. Ini berarti kelompok yang
berkuasa atau kelompok yang dominan tidak terdapat. Kedua, media dilihat
sebagai sistem organisasi yang memiliki batas, mendapatkan otonomi dari negara,
partai-partai politik serta kelompok penekan. Ketiga, kontrol media dimiliki oleh
elit manajerial yang otonom, sehingga dapat menciptakan fleksibilitas terhadap
profesional media. Keempat, hubungan antara institusi media dan khalayak
bersifat simetris.

Mosco (1996:27) melihat empat features ekonomi politik media : (1)

Perubahan sosial dan sejarah (sog al0ge and history). Dalam kaitan dengan

artinya mengacu Mgpada ni lai sosic wants) dan  konsepsi

(pra i‘dMoKVrB ﬁ“@e iki karakter praksis, yakni
kepada aktlvitas manusiaflan secara khusus mengacu

suatu ide yang mengag

mengenai; (4) Praksi

kepada aktivitas kreatif dan bebas, di mana orang menghasilkan dan mengubah
dunia dan diri mereka.

Bagi Mosco (1996: 30), ada tiga entry konsep dalam ekonomi politik
media yang menarik untuk dikaji, yakni komodifikasi, spasialisasi, dan
strukturisasi. Komodifikasi yaitu proses pengambilan barang/jasa yang bernilai
dalam pemakaiannya dan mengubahnya dengan komoditas yanng bernilai pada
apa yang dapat dihasilkan pasar. Mosco (1996: 741-215) mengidentifikasi empat
bentuk komodifikasi, pertama, komodifikasi isi, yakni proses mengubah pesan

dan sekumpulan data ke dalam sistem makna sedemikian rupa sehingga menjadi
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produk yang bisa dipasarkan. Kedua, komoditas khalayak, yakni proses media
menghasilkan khalayak untuk kemudian 'menyerahkannya’ kepada pengiklan.
Program-prograrm media misalnya, digunakan untuk menarik khalayak untuk
kemudian pada gilirannya perusahaan yang hendak mengakses khalayak tersebut
menyerahkan konpensasi material tertentu kepada media.

Ketiga, komoditas cybernetic, yang terbagi atas intrinsic commodification
dan extensive commodification. Pada yang pertama, media mempertukarkan
rating, sedangkan pada yang kedua komodifikasi menjangkau seluruh

kelembagaan sosial sehingga akse & dimiliki media. Keempat, komodifikasi

tenaga kerja yang menggugek k memperluas prosesnya dalam

Spasialisasi gaj P nga pedaan ruang dan waktu

ml isasi menyangkut pula
tentang isu integ a1nbe agrash | w?. ertikal dan horizontal.

extends a comfany's co O 2 ' yang merujuk pada

perluasan kontbl prod Seudn ] i lebih didefinisikan:

sosial ke dalam anali! stry UMIHM @gu f isu ini tampaknya Mosco
hn Goldin rdock te@itang interpay antara struktur

vis a vis agensi. Mosco sendiri menggarisbawahi bahwa kehidupan sosial itu

banyak menyerap gaga

sendiri secara substansial terdiri atas struktur dan agensi. Karakteristik penting
dari teori ini adalah kekuatan yang diberikan pada perubahan sosial. Proses
perubahan sosial adalah proses yang menggarnbarkan bagaimana struktur
diproduksi oleh agen yang bertindak melalui medium struktur. Strukturasi dengan
demikian, hendak menyeimbangkan kecenderungan dalam analisis ekonomi
politik dalam menggambarkan struktur dengan menunjukkan dan menggambarkan
ide-ide agensi, hubungan sosial dan proses serta praktik sosial. Walaupun faktor

yang paling berpengaruh dalam analisis ekonomi-politik adalah institusi media
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dan konteksnya, namun konsep Mosco tersebut dipandang cocok untuk
menganalisis sejumlah rentang aktivitas media, dari mulai produksi sampai
perkara resepsi dalam satu kesatuan model.

Sedangkan Golding dan Murdock (dalam Barret, 1995: 187), mengajukan
mapping ekonomi politik menjadi empat, yaitu perkembangan media, perluasan
jangkauan korporasi, komodifikasi dan perubahan peran intervensi negara dan
pemerintah. Konsentrasi kontrol dan pengaruh industri media ke dalam beberapa
perusahaan, karenanya, lebih merupakan akibat tiga proses yang saling terhubung,

yaitu integrasi, diversifikasi dan igje®®aggnalisasi. Keduanya menjelaskan bahwa

tersebut terjadi 312 ara spesifik, integrasi

horisontal me 3 : i onsolidasi sekaligus
memperluas kg tr@ | ' onomi. Sedangkan
integrasi vertifge i g2 berminat untuk beroperasi

dalam stage la : - il yerisan 10 materfgl, perlengkapan dan
distribusi. Pad iSi gk dive rsidikasi hnome ik perusahaan untuk
melindungi diri I Licsadh Beoar 9eg . fDalam konteks Sistem
Stasiun Jaringan y3§ ~maan Mo
dimiliki pemodal tAgW%hor'ontal, yaitu  memperluas
jaringan, dan integra mereka nenyiapkan, mendistribusikan
dan memfasilitasi konten lokal kepada anggota jaringannya.

Teori Ekonomi Politik Liberal yang menjelaskan praktik Sistem Stasiun
Jaringan, bahwa media televisi merupakan institusi ekonomi yang berorientasi
profit. Pemodal akan menjadikan industri media sebagai pengumpul modal.
Prinsip money more money akan diterapkan secara massif. Orientasi ekonomi
yang begitu kuat dari industri penyiaran ini menjadikan media massa seringkali
tidak lagi punya idealisme. Kalaupun ada, idealisme itu hanyalah kembangan
parsial dari orientasi yang sesungguh yang ditekankan kaum pemodal, yakni

keuntungan. Hal itu mengakibatkan pengusaha media kini tidak lagi hanya
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sekedar berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat akan terpenuhinya
informasi tetapi juga berorientasi untuk mengejar keuntungan ekonomi sebesar-
besarnya.

Sebagai entitas ekonomi, media memiliki pasar. Pasar media merupakan
suatu pasar yang memiliki karakteristik yang unik bila dibandingkan dengan jenis
pasar lainnya. Media tidak hanya memproduksi suatu barang, tetapi media juga
memproduksi jasa. Barang yang ditawarkan adalah tayangan program dari media
itu sendiri, dan jenis jasa yang ditawarkan adalah media massa sebagai medium

untuk menghubungkan antara pegs

& dengan khalayak pengonsumsi media

melainkan jugadampalanatRERe disampaikan kepada

potensi merugikan dari

sua'g hggn mengintervensi  dengan
fM:n El\“

pera mengenal  kepemilikan

adanya konsentrasi
menghadirkan sejumlg
perusahaan namun pengusaha mampu melihat dan memanfaat celah-celah
kebolongan dari regulasi yang ada untuk dapat membuat sejumlah strategi,
termasuk strategi konsentrasi media guna memperoleh keuntungan yang sebesar-
besarnya.

Konsentrasi media biasa disebut juga dengan konglomerasi media karena
tujuan kehadirannya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
Konglomerasi media adalah gambaran dari perusahaan berskala besar yang
memiliki bagian unit usaha media massa yang berbeda seperti suatu perusahaan

yang menaungi televisi dan koran, majalah dan lain sebagainya. Konsentrasi
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kepemilikan media ini dimaksudkan untuk mencapai efisiensi, sehingga
keuntungan ekonomi maksimal dapat diperoleh. Media massa kini berusaha untuk
mencari pengeluaran minimal demi mendapatkan penghasilan yang maksimal, hal
inilah yang kemudian mendorong terjadinya komersialisasi media massa.
Konsentrasi dari pemilik media juga merupakan hal yang penting untuk
dilihat dalam menentukan struktur pasar media. ....the concentration of sellers is
the most important factor because it determines a great deal of the structure of a
market, and most researchers use this criterion to define the type of market

memasuki pasalg tersebigh WD} w0 mami 11 an atau kekuatan yang

sama dengan peMgain ya a6 SEEN dlah memiliki teknologi

memusat pada pelaku pasar yang kuat.

Kompleksnya industri media massa mengakibatkan adanya konsentrasi
kepemilikan media menjadi suatu proses yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap
pelaku industri media massa untuk tetap dapat berproses sebagai sebuah institusi
sosial dan ekonomi. Konsentrasi kepemilikan media tersebut mempengaruhi apa
yang terjadi di pasar media massa, misalnya apa yang dilakukan oleh media
tertentu akan menentukan tindakan yang diambil oleh media lain dan juga
berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri. Konsentrasi kepemilikan media ini

ini bukanlah semata-mata fenomena bisnis, melainkan fenomena ekonomi-politik
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yang melibatkan kekuasaan. Contohnya. Lima korporasi media terbesar di AS
berhasil mengajukan sebuah UU baru untuk meningkatkan dominasi korporat
mereka dan menghilangkan UU atau peraturan yang membatasi kontrol atas
media. Misalnya, UU Telekomunikasi tahun 1996. Kondisi ini tidak jauh berbeda
dengan yang terjadi di Indonesia. Sejak lama, media terutama televisi telah
menjadi ajang pertarungan kepentingan bisnis dan politik para penguasa.

Media massa yang berupaya untuk mengejar tujuan ekonomi mereka akan
cenderung berusaha untuk terus meningkatkan rating mereka dengan menyajikan

tayangan yang hanya sebatas mgai#

‘Bl bahkan tak sedikit yang menyajikan

media dapat berakig# praktisi  media menjual
profesionalitas, kog jurnalisme. Semua ini

dilakukan demi di tengah pasar yang

amat ketat.

Selain n ruh besar terhadap
kepentingan d@€la, contohnya media
yang dekat defigan pe Cirkan pemberitaan yang pro

pemerintah ata ikae N ' itil<, ia akan cenderung
Hal  tersebut
mengesampingkan¥gak masyara
ItaﬁpwwrﬁSA“. dlm?alkan cenderur-lg blc’ilS

i “sinifan, terlihatfbagaimana korporasi media

brientu.
memiliki peran besar dalam menyaring apa yang boleh dan tidak boleh ditonton

kebenaran karena B

memihak pihak-pihak

olen masyarakat, apa yang baik dan tidak baik, serta bagaimana masyarakat
harusnya bersikap. Monopoli di bisnis media berbahaya bagi demokratisasi karena
adanya pengurangan hak publik berupa frekuensi untuk memperoleh suatu berita
atau informasi sesuai dengan kebutuhan dari publik itu sendiri. Seperti monopoli
informasi, monopoli frekuensi, monopoli ekonomi (pendapatan), monopoli
program acara yang dikhawatirkan homogen, serta pemanfaatan media-media

tersebut untuk kepentingan pribadi bagi keuntungan pemilik semata.
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Sudut pandang yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana peran
pemilik media dari segi ekonomi politik bahwa media massa diyakini bukan
sekedar medium lalu lintas pesan antara unsur-unsur sosial dalam suatu
masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai alat penundukan dan pemaksaan
konsensus oleh kelompok yang secara ekonomi dan politik dominan. Pola
kepemilikan dan produk-produk yang disampaikan media adalah perangkat
ideologis yang melangengkan dominasi kelas pemodal terhadap terhadap publik
yang diperlukan semata mata sebagai konsumen dan terhadap pemegang

juga menjadi medium pAQI ang secara signifikan mampu

menciptakan ke3abi : : adydld ol pengiklan kapitalis™

1 1-3 - dlengan , Smythe membagi tiga
hal yang bisa digun3 an'f wﬂn t% mgfgidentifikasi karakteristik
suatu industri media, 1) customer requirm@ints, merujuk pada harapan
konsumen tentang produk yang mencakup aspek kualitas, diversitas, dan
ketersediaan, (2) competitive environment, yaitu lingkungan pesaing yang
dihadapi perusahaan, dan (3) social expectation, berhubungan dengan tingkat
harapan masyarakat terhadap keberadaan industri.

Karenanya persoalan modus komersialisasi industri media  massa
mengandung berbagai kelemahan bahkan bisa jadi kontraproduktif bagi kapitalis.
Di antara kelemahan itu antara lain; pertama, para kapitalis media telah berusaha
maksimal untuk mengurangi risiko usaha. Sebagian besar pasar yang ada

cenderung membentuk kekuatan oligopolistik, di antara beberapa industri media
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justru menciptakan serangkaian hambatan yang menutup peluang bagi pendatang
baru. Pada sisi penekanan harga, produksi, dan keuntungan kekuatan oligopolistik
yang ada justru mengarah ke pembentukan monopoli yang sangat jauh dari mitos
'pasar yang penuh persaingan'. Kedua, industri media lebih berorierientasi pada
pemenuhan keinginan market sesuai dengan kriteria apa yang paling penting
secara ekonomi dan politik bagi para pemilik modal. Oleh karena itu, pasar tidak
akan mengatasi konsekuensi-konsekuensi setiap paket yang diproduksi. Memang
tidak dapat diabaikan banyak produk media yang positif namun banyak pula

produk media yang bersifat dangle® Weg tidak sesuai dengan konteks budaya,

1.5.4. Regulasi Penyiaran

Konteks ekonomi politik ini seringkali dikaitkan dengan isu demokrasi. Mufid
(2005: 85) mencatat bahwa konteks ekonomi-politik media memiliki tiga tolok
ukur sistem sosial politik yang demokratis. Pertama, peniadaan ketimpangan
sosial dalam masyarakat. Kedua, pembentukan kesadaran bersama (shared
consciousness) mengenai pentingnya meletakkan kepentingan bersama (public
interest) di atas kepentingan pribadi. Terakhir, demokrasi membutuhkan sistem
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komunikasi politik yang efektif. Warga negara harus terlibat secara aktif dalam
proses-proses pembentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum.
Tema demokrasi, dengan demikian bisa diartikan sebagai suatu sistem
sosial politik yang memberikan jaminan penuh terhadap kebebasan individu.
Hanya, kebebasan tersebut baru akan berarti bila setiap individu warga negara
dapat memperoleh informasi yang cukup serta memiliki keterlibatan dan
partisipasi politik yang tinggi. Sebaliknya, ketiadaan informasi serta tertutupnya
ruang politik bagi masyarakat hanya akan mempersulit warga untuk

mempersoalkan proses alokasi ke Mydan sumber daya.

pilar bagi pertumi RE! [ hal ini, ada dua hal
mengenai media e 486 ' | hendaknya menjadi
Konsentrasi  media
menyangkut Sg a@ CRgil ol : Qilikan media yang
menyilang, dan

kepemilikan ol 1) dianogapstiaa | T I demokrasi. Untuk itu,

Selain itu, kol olid'fifhya&aﬁ; R%gk proporsi mengenai jumlah
erap

dan jenis media, harys ada. anyak medila penyiaran publik, media
penyiaran swasta, media penyiaran komunitas, dan media penyiaran jaringan yang
harus ada, bukan saja tergantung pada ketersediaan frekuensi/saluran, tetapi juga
pada kecenderungan pengeluaran publik dan kebutuhan akan pluralisme isi media.

Untuk itulah diperlukan sebuah pengaturan atau regulasi agar terjadi
diversity of ownership dan pluralisme isi media. Dalam kaitan dengan regulasi
sistem stasiun televisi jaringan, setidaknya ada tiga hal mengapa regulasi
penyiaran dipandang penting, pertama dalam iklim demokrasi kekinian, salah satu
urgensi yang mendasari penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia

tentang kebebasan berbicara, yang menjamin kebebasan seseorang untuk
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memperoleh dan menyebarkan pendapatnya tanpa adanya intervensi, bahkan dari
pemerintah. Namun pada saat yang bersamaan, juga berlaku regulasi pembatasan
aktivitas media seperti regulasi UU Telekomunikasi yang membatasi penggunaan
spektrum gelombang radio (Leen d'Haenens, 2000: 24-26). Nilai demokrasi
karenanya menghendaki kriteria yang jelas dan fair tentang pengaturan alokasi
akses media.

Dalam Masduki (2007:106-108), keterbatasan frekuensi, merupakan salah
satu hal yang mengindikasikan urgensi pengaturan penyiaran. Tanpa regulasi,

keberagaman Wliversi Wt \ Yl enjamin kebebasan

memang dibatasi
digarisbawahi dalan™al ffﬁﬁ‘ an Feintuck (1999: 43),
adalah : limitasi keberalaman (divers ﬁsendlrl sep€rti kekerasan dan pornografi

merupakan hal yang tetap tidak dapat dieksploitasi atas nama keberagaman.

Dalam perkembangannya aspek diversity, lebih banyak diafiliasikan sebagai aspek
politik dan ekonomi dalam konteks ideologi suatu negara.

Ketiga, terdapat alasan ekonomi mengapa regulasi media diperlukan. Tanpa
regulasi akan terjadi konsentrasi, bahkan monopoli media. Sinkronisasi diperlukan
bagi penyusunan regulasi media agar tidak berbenturan dengan berbagai
kesepakatan internasional, misalnya tentang pasar bebas dan AFTA. Salah satu
bentuk konglomerasi media adalah terpusatnya kepemilikan media massa oleh

para penguasa modal. Fenomena itu dinilai berimplikasi terhadap obyektivitas
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media dalam menyampaikan muatan-muatannya. Konglomerasi media
menjadikan orientasi media cenderung ke arah industri, bukan fungsi
jurnalismenya. Akibatnya, media lebih mengutamakan tayangan informasi-
informasi yang menarik saja ketimbang yang penting. Para pihak yang
mempunyai kuasa untuk menghegemoni media, yaitu negara, pengusaha, media
sendiri, serta civil society. Menurutnya kemenangan kapitalisme menjadi
konsekuensi logis ter-hegemoninya media oleh modal. Hegemoni modal seakan
bertumpang tindih dengan kepentingan politik. Ini karena para pemilik media

agna dua hal, yaitu : (1)

Komunikasi yang it ‘beihu eterbatasan frekuensi,
komunikasi ef " sl komunikasi yang
meliputi  jam arﬁe linya keberagaman
komunikasi. laran, kondisi yang

berkembang yang monopolistik
merupakan je g 28 ' 0 I,fyang berujung pada
monopoli kebengan. Fe e W YE j ondisi yang demikian
b efekti ifas Politis dan Kultural.
Diversitas berhubun®gn djﬁﬁr’ﬂiﬂﬁ gflitis dan cultural. Secara
politis, diversitas ber@llian era n nilai_demokrasi yang menghendaki
terjadinya aliran ide secara bebas melalui suatu instrumen yang memungkinkan
semua orang dapat mengaksesnya secara merata. Jika satu dua orang atau
kelompok mendominasi kepemilikan, dan menggunakan posisi tersebut untuk
mengontrol isi tampilan media maka ketika itulah terjadi reduksi keberagaman
sudut pandang (heterodox view)

Secara fundamental, regulasi penyiaran mesti mengandung substansi : (1)
Menetapkan sistem tentang bagaimana dan siapa yang berhak mendapatkan lisensi
penyiaran; (2). Memupuk rasa nasionalitas. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa

radio dan televisi memiliki peran yang penting dalam mengembangkan
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kebudayaan sekaligus sebagai agen pembangunan bangsa, bahkan ketika suatu
bangsa tengah dilanda krisis sekalipun; (3) Secara ekonomis, melindungi institusi
media domestik dari "kekuatan™ asing; (4) Dalam semangat di atas, mencegah
konsentrasi dan untuk membatasi kepemilikan silang. (5) Memuat apa yang
disebut Head (1985) sebagai 'regulation of fairness' yang memuat prinsip
objektivitas, imparsialitas dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan
selain untuk membangun media yang sehat juga untuk menjaga keseimbangan
hubungan antara pengelola penyiaran, pemerintah, dan audiens; (6). Mengatur tata

bentuk  promosi terjg pengaruh pengiklan  yang

berlebihan terhadap

secara bervariat y ada di suatu negara.
Amerika Serik yﬁr afebih besar dibanding
negara. Di barfyak negal ofe of govgrment masih banyak

(1) Mengalokasikan ens{‘b Mﬂ“ﬁﬁl\“ ntrg! dan memberi sanksi bagi
melanggdr  mulal dari bentuk denda sampai pada

pencabutan izin; (3) Memberi masukan kepada institusi legislatif; (4). Sebagai

pengelola penyiaran

watchdog bagi independensi penyiaran dari pengaruh pemerintah, dan kekuatan
modal; (5) Memberi masukan terhadap penunjukan jajaran kepemimpinan
lembaga penyiaran publik. Hal ini banyak terjadi di Prancis; (6). Berperan sebagai
minor judicial power (sejenis penyelidik) dan complain commission (komisi
komplain). (Masduki,2007:105)

Menurut Feintuck (1998: 5I), dewasa ini regulasi penyiaran mengatur tiga
hal, yakni struktur, tingkah laku, dan isi. Regulasi struktur (structural regulation)

berisi pola-pola kepemilikan media oleh pasar, regulasi tingkah laku (behavioral
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regulation) dimaksudkan untuk mengatur tata laksana penggunaan properti dalam
kaitannya dengan kompetitor, dan regulasi isi (content regulation) berisi batasan
material siaran yang boleh dan tidak untuk disiarkan.

Dalam konteks diversitas politis dan kultural, regulasi penyiaran juga
mesti berisi peraturan yang mencegah terjadinya monopoli atau penyimpangan
kekuatan pasar, proteksi terhadap nilai-nilai pelayanan publik (public service
values) dan pada titik tertentu berisi pula aplikasi sensor yang bersifat
paternalistik.

Dilema regulasi media digM®gesia terletak pada bentuk kasar yang

dilakukan oleh negara da epemilikan dan mati hidupnya
media, telah membu n trauma dengan besarnya
kekuasaan negara, g memiliki kekuatan yang
tak kalah dashya kekuasaan negara itu
sendiri. Kekuas ngi ekuasaan macam pun
dan jenis kapi I|w dglam industri media

ipun. Padahal masalahnya

bukan cuma soal § E % i media, tapi juga
mentransformasi perangparu darl né dari yangfpenoatur segalanya, menjadi
pengatur untuk kepentingan publik. Kira-kira semacam peran yang dilakukan di
negeri-negeri yang menganut system welfare state.

Dan yang patut dilihat secara cermat adalah kecerdikan kelompok pemodal
untuk menutupi kepentingan ekspansi modal mereka dengan jargon-jargon yang
seolah-olah membela kebebasan pers, membela akses masyarakat terhadap
informasi, hingga membela proses reformasi dan demokratisasi.

Di sinilah dilema terbesar yang akan dihadapi oleh negara-negara yang
mengalami situasi transisional, di mana kekuatan negara mulai terpecah atau

bahkan diganti secara keseluruhan, namun di sisi lain kekuatan modal lebih
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fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, dan bahkan dengan
sangat mudah beradaptasi dengan kekuasaan baru, dan praktis kekuatan modal
tidak memiliki jaringan birokrasi yang seluas birokrasi negara, yang memudahkan
kekuatan modal untuk mengontrolnya, apakah mereka akan bisa berjalan bersama
dengan pemerintahan baru, ataukah mereka akan mencari tempat lain dimana
kekuatan negara bisa bekerjasama dengannya.

Dalam situasi globalisasi, hal ini menjadi sangat dimungkinkan, dimana
pergerakan kapital menjadi sangat mudah dan khusus dalam situasi seperti di

Indonesia, ada kelompok penguss ang diuntungkan dengan situasi yang

57 Eig tlﬁ( alungkan. Industri media termasuk

berubah dan ada pula peng

ntynga perubahan situasi ini karena

Dengan menelg A= 0 A | bterling  (1987: 20)
mendefinisikan gsystem sebagai, “...two
or more stations i (wire, cable, terrestrial
%Jn Bohn (1974: 265)

ngan mendltakan bahwa siaran jaringan

microwaves, ’ a& E
oramsa3|o e

merupakan pengorganisasian program, marketing, teknis dan administrasi dari

menekankan pada aspef

beberapa stasiun oleh sebuah stasiun jaringan. Siregar (2001: 27) mengatakan
bahwa sistem penyiaran jaringan, yaitu adanya suatu stasiun induk dengan
sejumlah stasiun lokal yang menjadi periferal dalam penyiaran. Hubungan stasiun
induk dengan stasiun lokal berupa pemilikan penuh atau persahaman, dan bersifat
terkait dalam pasokan (feeding) program. Siaran berjaringan secara umum
diartikan sebagai sistem pemasokan siaran secara sentral kepada sejumlah stasiun
penyiaran (Siregar, 2001: 10).
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Dalam laporan penelitiannya, Putra (1992: 20) juga merangkum bahwa,
“Televisi jaringan merupakan sebuah kelompok televisi lokal, berhubung secara
bersama, secara elektronis, sehingga program bisa disuplai melalui sumber
tunggal yang bisa disiarkan secara serentak”. Sedangkan Indonesia, dengan
memberi aksentuasi pada konsep kemitraan, UU No 32/ 2002 tentang Penyiaran
menyepakati konsep siaran berjaringan sebagai kemitraan antara stasiun penyiaran
lokal dengan stasiun yang bersiaran secara nasional. Dalam sistem penyiaran
nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu

yang dikembangkan dengan megs L stasiun jaringan dan stasiun lokal.

Sampai di sini siaran berjg dapat dilihat sebagai sistem

penyiaran yang terdirjg#far stasiun induk jaringan dan

anggota jaringan Yy, Selanjutnya keberadaan
sistem siaran bgf] @n n faktor-faktor yang
mempengaruhi buah sistem

penyiaran membuat bua'lfi,% herbeda dengan yang lain

MAERYS/

(Summers, Summers ar@l Penny

Seperti sistem siaran pada umumnya, di dalam sistem siaran televisi
berjaringan juga terdapat aspek yang menentukan karakter sistem yang
diterapkan. Untuk mengetahui aspek-aspek krusial tersebut, perlu kiranya
membaca pandangan Summers, Summers and Pennybacker dan Browne.
Summers, Summers and Pennybacker (1978: 19) mengemukakan dua aspek
krusial. Pertama, berkaitan dengan mekanisme kontrol, dengan tiga kategori: (1)
state ownership: fasilitas penyiaran dimiliki secara langsung oleh pemerintah
dengan aktivitas penyiaran dibawah pengawasan pemerintah atau komite yang

telah ditunjuk oleh pemerintah; (2). autonomous corporation: fasilitas penyiaran
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dimiliki dan dioperasikan oleh korporasi yang —walaupun dimiliki pemerintah—
hampir seluruhnya independen dari kekuatan pemerintah; (3) private ownership:
fasilitas penyiaran dimiliki dan dioperasikan oleh korporasi individu swasta,
biasanya diatur dalam beberapa cara oleh badan pemerintah.

Kedua, yakni aspek perencanaan keuangan (Summers, Summers and
Pennybacker, 1978: 19). Pada sistem penyiaran secara umum, perencanaan
keuangan ini yang juga terdiri dari tiga kategori: (1) tax support : cara pendanaan
utamanya melalui pajak; (2) Licence support : utamanya didukung oleh

pembayaran izin yang dibayar sgi#D"gQun oleh pemilik perangkat radio atau

(1989: 17-59) juga
memaparkan asp T A \ yakni; financing (cara

pendanaan), s els!) 3 g kontrol dan

tersebut, dapatRditarik entuk sistem siaran
berjaringan yak fan pengawasan; serta
pemrograman. Bel ter yang spesifik sesuai
dengan tujuan yang d S %an Jfrjaringan yang diterapkan.

adalah aspek yang sesuai untuk mendukung tujuan sistem siaran berjaringan yang

diterapkan.

1.5.4.1. Model Siaran Televisi Berjaringan

Beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas menggambarkan bahwa sistem
siaran berjaringan terdiri dari dua sub sistem, yakni sistem stasiun induk jaringan
dan sistem stasiun anggota jaringan. Induk jaringan dan anggotanya memiliki

hubungan dalam hal tertentu. Dalam mengkaji hubungan stasiun induk dan
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anggota jaringan, terdapat dua model hubungan, yakni: Program Affiliation
Network (jaringan afiliasi program) dan Owned and Operated Station (jaringan

kepemilikan dan operasional).

Bagan 1.1
Model Siaran Jaringan

Induk Jaringan

1.5.4.4 Pr% N AR 3 ‘ isi Program)

tidak dimiliki oleh

stasiun | ) \-%\%)}- Atbafun beftlasarkan kesepakatan

Dalam mode®yni, s;ri n_induf 'aringﬁgseb
stasiun anggotagar nMWAlhaAi 1asi

crjasama dengan jaringan,

Dalam

distribusi program saja.

‘Jaringan” (network); dan

filiation) secara lokal—dan

khususnya untuk pasokan (feeding) program. Karena pada umumnya
merupakan stasiun televisi lokal dan independen, maka sumber daya
manusia yang ada di dalam afiliasi ini juga berasal dari ranah lokal.
Dengan demikian, perbedaan wilayah dapat menyebabkan sebuah wilayah
akan mendapat proporsi audiens yang lebih besar dibanding wilayah
lainnya.

Stasiun jaringan dan afiliasi pada umumnya diikat oleh sebuah

kerjasama kontrak yang disebut affiliation contract atau affiliation

32



agreement (Head and Sterling, 1987: 334). Dalam kontrak ini disebutkan
hak dan kewajiban masing-masing sendiri; anggota jaringan juga
diperbolehkan menentukan jumlah stasiun induk yang akan berjaringan
dengannya kecuali hal tersebut diatur dalam kesepakatan induk jaringan-
afiliasi. Dalam hal manajemen pun, afiliasi diberi hak untuk mengatur
mekanisme kontrol internalnya sendiri sesuai yang sudah ditetapkan oleh
manajemen stasiunnya.

Tidak ada share modal maupun profit dalam model ini. Satu-

satunya dana yang mengal® W induk jaringan kepada afiliasi adalah

iya diikat oleh sebuah
ract atau affiliation
trak ini disebutkan
odal maupun profit
dari induk jaringan
k yang ditayangkan

Model Program Afiliasi Networks

Prograr

-
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Dalam UU No 32 Tahun 2002, televisi swasta dapat menjalin kerja

sama relai sebagian isi siaran dengan stasiun televisi lokal, kecuali karena

ada program-program tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat

luas, kerja sama relai isi siaran hanya mencakup maksimal 40 % dari total

durasi siaran induk televisi swasta.

Induk Jaringan

Owned

Operator

A 4 A 4

A 4

anggota ! | anggota anggota

anggota
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Pada umumnya, stasiun induk jaringan dapat memiliki beberapa
stasiun O&08. Sedangkan, stasiun O&O hanya dapat berjaringan dengan
satu induk jaringan. Jika terpaksa harus berjaringan dengan stasiun induk,
hal ini dikhususkan hanya pada pasokan program saja. Stasiun induk
jaringan juga memiliki hak untuk melepaskan stasiun O&O; atau
memberikannya kepada jaringan lainnya.

Hubungan antara induk jaringan dengan anggota jaringan pada
umumnya dijalin melalui franchise. Mengacu pada konsep yang

dikemukakan Internationa

bise Association (IFA) franchise dalam
hal ini merupakan syg trggi je angan program secara komersial,

berdasarkan kegfsa egat d Sigambungan antar perusahaan

pola hubungan ini, yang disebut O&O Station adalah stasiun anggota
jaringan. Stasiun O&O merupakan milik dari stasiun jaringan yang pada
umumnya juga menggunakan nama stasiun jaringan—diikuti tanda O&O,
misalnya ABC O&O. Kedua pihak, stasiun induk dan anggota jaringan,
berada di bawah sebuah perusahaan yang sama. Dengan demikian, sistem
ini  bukan hanya mendistribusikan program dari jaringan kepada
anggotanya melainkan berkaitan dengan kepemilikan, manajemen, dan
operasionalisasi pada stasiun anggotanya.
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Pada umumnya, stasiun induk jaringan dapat memiliki beberapa
stasiun O&O. Sedangkan, stasiun O&O hanya dapat berjaringan dengan
satu induk jaringan. Jika terpaksa harus berjaringan dengan stasiun induk,
hal ini dikhususkan hanya pada pasokan program saja. Stasiun induk
jaringan juga memiliki hak untuk melepaskan stasiun O&O; atau
memberikannya kepada jaringan lainnya. Hubungan antara induk jaringan
dengan anggota jaringan pada umumnya dijalin melalui franchise.
Mengacu pada konsep yang dikemukakan International franchise

Association (IFA) franchy am hal ini merupakan suatu strategi

Perbedaan Program Affiliation dan O&O

KARAKTERISTIK AFILIASI STASIUN O&O

Kepemilikan Stasiun independen Dimiliki oleh jaringan
induk

Kesepakatan Affiliation agreement Tidak mutlak ada

Isi Kerjasama Distribusi program Distribusi
program;manajemen

Branding Independen Sesuai stasiun induk

Jumlah Jaringan Bebas terbatas Hanya satu jaringan induk;
dan jaringan lain untuk
distribusi program saja

Manajemen Independen Stasiun induk jaringan
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Human Resources Independen Berasal dari induk jaringan
Share modal dan profit Berdasarkan kesepakatan | Sesuai manajemen induk
jaringan

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat dalam hal stasiun
jaringan untuk lembaga penyiaran swasta berkembang yang namanya
broadcast network yang bisa saja television network maupun radio
network. Enam besarnya yakni American Broadcasting Corporation
(ABC) TV Network, National_Broadcasting Company (NBC) tv network,

‘ % p” yang digunakan dan

rwo iklan untuk dijual ke
ﬁna ejarahnya berawal

Regulation Te to 79 antara lain sebagai
berikut : (1) Afiliasi Eksklusif. Stasiun televisi lokal (afiliasi) tidak boleh
mempunyai suatu kontrak jaringan yang menghalangi stasiun tersebut
untuk menyiarkan program-program dari tv jaringan lainnya (Aturan FCC
73.658 (a)). (sudah di-stated dalam PP PLPS); (2) Eksklusivitas Teritori.
Kontrak afiliasi jaringan tidak boleh menghalangi stasiun tv lainnya dalam
komunitas afiliasi dari menyiarkan program-program jaringan yang tv
afiliasi tidak mengambilnya (Aturan FCC 73.658 (b)); (3) Waktu Opsi.
Stasiun tv lokal tidak boleh mengadakan suatu perjanjian dengan suatu tv

jaringan dimana stasiun televisi lokal terhalangi dari penjadwalan
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program-programnya karena sebelumnya televisi jaringan memiliki hak
opsi untuk menggunakan waktu program tersebut (Aturan FCC 73.658
(d)); (4). Hak Penolakan. Suatu stasiun tv lokal tidak boleh mengadakan
kontrak dengan suatu tv jaringan dimana stasiun tv lokal dilarang menolak
suatu program yang stasiun tv lokal percaya bahwa program tersebut tidak
tepat atau bertentangan dengan kepentingan publik, atau mensubstitusi
program yang stasiun tv lokal percaya lebih penting secara lokal atau
nasional (Aturan FCC 73.658 (e)).

memiliki nilai politi3 eko"b ER Ak %Nn
(2000: 4) berkaitan dehgan pencapa uasaan

pihak tertentu, mempertahankan kekuasaan tersebut, serta memperluas kekuasaan

politis menurut \Wahyuni

ataupun kepentingan pihak-

yang telah ada. Pada umumnya, nilai ini lebih kuat pada sistem penyiaran yang
diterapkan di negara-negara yang menganut sistem penyiaran sentralistik maupun
paternalistik.

Nilai politis yang kuat dalam sistem penyiaran di suatu negara tentu akan
mempengaruhi sistem siaran jaringan yang akan diterapkan. Nilai ekonomi juga
melekat dalam praktik sistem siaran televisi berjaringan. Di dalam sistem
penyiaran, stasiun televisi juga berperan sebagai entitas bisnis yang merupakan

sarana memproduksi produk-produk kepada masyarakat dan dengan demikian
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berorientasi untuk keuntungan ekonomi. Dalam sistem siaran jaringan, dengan
logika yang lebih komprehensif, John Vivian memaparkan mendekati ideal—
akan memberikan tayangan berkualitas sehingga dapat meraih audiens secara
lebih luas; hal ini berarti peluang untuk mendapatkan keuntungan dari para
pengiklan pun lebih lapang.

Walaupun, nilai politis dan ekonomi mewarnai penerapan sistem siaran
berjaringan, namun sistem siaran berjaringan juga memiliki nilai ideologis. Nilai
ideologis dari sistem siaran berjaringan mewujud dalam demokratisasi. Meyer

(2002: 25) menyatakan bahwa u agemukan standar penyiaran demokratis,

pijakan. Yang p&tama o ' pijak Sgfara politis, demokrasi

menghendaki adanya esuaﬁ[ M rﬁrﬁrﬂrﬁ%ra

(Mufid. 2005 : 68).

Diversitas memungkinkan terjadinya aliran ide secara bebas melalui suatu

an atau diversitas politik

instrumen yang berpotensi dapat diakses oleh semua orang secara merata. Jika
satu dua orang atau kelompok mendominasi kepemilikan media, dan
menggunakan posisi tersebut untuk mengontrol isi tampilan media, maka ketika
itulah terjadi reduksi ‘keberagaman sudut pandang’ (heterodox view) (Muffid,
2005 : 69).
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Tabel 1.2
Demokratisasi Penyiaran

No DEMOKRATISASI PENYIARAN

1 Independensi SDM (sumberdaya manusia | Dari pasar, negara dan kaum elite
dan institusi siaran) masyarakat

2 Pluralitas kepemilikan, pengelolaan dan | Publik, komersial, jaringan lokal, dan
orientasi siaran sebagainya

3 Desentralisasi dan otonomisasi penyiaran Jangkauan siaran birokrasi perizinan

[tural. Salah satu keresahan yang muncul

Pijakan kedua adalah aspek k

Menurut

Mosco sem I a1l konteks produksi industri

Nilai atau va penyia¥an serlng li digéitkan dengan tujuan atau
goals and objective dalse

MeA i l\
McQuail, 2003 : 183).

akan dikenali melalui tujuan penyiaran. Perbedaan penerapan nilai-nilai yang

diterapkan (Cuilenberg dan

ebut bahwa value atau nilai

terdapat dalam sistem siaran berjaringan tentu menghadirkan benturan
kepentingan dari berbagai pihak yang berkonsekuensi pada perbedaan tujuan dari
sistem yang akan diterapkan. Nilai ini pun kemudian membawa implikasi yang
lebih luas dalam penerapan system siaran berjaringan yang akan dikaji dalam
penelitian ini.

Sistem pers dan penyiaran yang fungsional bagi proses demokratisasi
adalah ysng mampu menciptakan publicsphere, (konsep ini dikembangkan
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Habermas berdasarkan penggambaran bourgeous publicsphere di Inggris abad ke-
17), ruang yang terletak antara komunitas ekonomi dan negara di mana publik
melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini mereka serta menjalankan
pengawas terhadap pemerintah.

Demokratisasi penyiaran merupakan amanat dari hak berekspresi publik
melalui media penyiaran. Media yang terbuka, baik suratkabar, jaringan radio
maupun televisi yang bisa menginvestigasi jalannya pemerintahan dan
melaporkannya tanpa takut adanya penuntutan sangat terkait dengan pemenuhan

hak publik untuk tahu (public &know). Sistem media penyiaran yang

pemerintah dan mo | . pUNyal  pertanggungjawaban

menjamin

keberagaman pehi )/ ay sistem tersebut tidak

NS

i tioa d

liberalisme dan prins &
Demokratisasi r§edia smran% ﬂu

regulasi, operasional, dan relasional. Dimensi regulasi berkaitan dengan berbagai

ensi pokok, yakni dimensi

peraturan perundangan yang mengatur praktik media massa, kode bertindak (code
of conduct), keterbukaan ruang publik serta sikap pemerintah terhadap
demokratisasi pers. Selanjutnva, dimensi operasional mencakup segala bentuk
praktik media pemerintah maupun swasta, serta kemungkinan media massa untuk
tumbuh dan berkembang. Dimensi relasional meliputi hubungan media dengan
pemerintah dan khalayak dalam mengakses segala jenis media.

Kondisi ideal media massa di suatu negara yang demokratis adalah

terpenuhinya sembilan hal. Pertama, adanya freedom of publication. Kebebasan
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berpendapat, menyampaikan informasi, dan mengetahui kebenaran memerlukan
kebebasan publikasi. Kedua, plurality of ownership, semakin plural kepemilikan
media maka akan semakin beragamnya isi media. Ketiga, terjaminnya diversity of
information available of public. Keberagaman informasi akan merefleksikan
struktur dan isinya sebagai keragaman realitas sosial dan ekonomi masyarakat
Indonesia.

Keempat, diversity of expression of opinion. Akses berbagai kelompok
sosial, minoritas budaya yang ada secara setara. Ada kesempatan minoritas untuk

memelihara karakteristik khasnyggé

Qudaya dominan keberagaman ekspresi

system. Mediafimempu mempértahankan semangat
masyarakat mealani q I. Kedelapan, media respect
for yudicial sy g ifus menyosialisasikan
pentingnya penega%an huku .. cesemb A a respect for individual
and general human -hth %Iﬂ selalu dituntut menghargai
privasi dan hak asasi §cara umumn ndati medi menjalankan fungsi seolah

people right to know, tetapi tidak semua aspek kehidupan layak diungkap di
media. Hak masyarakat untuk tahu hanya relevan untuk peristiwa publik yang jika
diungkap memiliki value added bagi khalayak luas. (Masduki, 2007: 189-191).
Sistem penyiaran berpihak kepada publik sebagai pemilik infrastruktur dan
harus menjamin kemerdekaan masyarakat. Konsekuensi yuridis dari prinsip di
atas adalah perlunya kehadiran independent Nonministerial Regulatory Body
bentukan UU penyiaran (stautory regulatory body). Lembaga ini adalah pelaksana
UU vyang bertindak atas nama negara. Tugas utamanya ada tiga (1)

mengalokasikan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan media
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penyiaran, (2) menjamin keberagaman Kkepentingan warga negara dengan
menyediakan seluas mungkin keberagaman isi dan kepemilikan media, dan (3)
menjamin dan memajukan kemerdekaan media penyiaran. Untuk itu, wilayah
siaran harus dibagi menjadi tiga: nasional, regional, dan lokal. Di samping itu,
pelaku atau jenis media penyiaran juga harus terbagi tiga: penyiaran publik,

penyiaran komersial, dan penyiaran komunitas.

Bagan 1.4
Konsepsi Sistergggenyiaran Demokratis

yang mendapat
konstitusi UU

Kom.. ¢nyiaran Indonesia

Sumber ;: Masduki,2007:109-110

Sistem penyiaran yang demokratis akan selalu terdiri dari minimal tiga
bentuk lembaga penyiaran, yaitu publik, pelaku bisnis, dan komunitas. Adapaun
perbedaan lembaga penyiaran komunitas dengan komersial dan publik secara
sederhana bisa digambarkan sebagai berikut :
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Tabel 1.3
Perbedaan Lembaga Penyiaran Publik,
Komunitas dan Komersial

Karakter Lembaga Lembaga Lembaga
Penyiaran Penyiaran Penyiaran
Publik komunitas Komersial

Tipe khalayak | Umum Spesifik Spesifik

sasaran

Jangkauan Nasional -Daerah Lokal Lokal-Jaringan

wilayah sasaran

Orientasi  dan | Non-Profit Non-Profit Profit

tujuan siaran

Pengambilan Top down
keputusan isi
Kepemilikan Individu

lembaga

Regulasi tentang siste @i Stas e ise. dilaksanakan dengan baik
oleh SUN TV Networks. Karena dalam implementasinya, diprediksi ada
kepentingan ekonomi dan politik yang terselubung. Regulasi yang ada belum

cukup mampu untuk mengatur kepentingan ekonomi dan politik yang muncul.

Regulasi dalam industri sistem stasiun jaringan berkembang di berbagai
kepentingan masyarakat dan pemerintah, dan pasar (industri penyiaran) yang
berada dalam kepungan modal dan kekuasaan. Melalui regulasi, negara berupaya
memaksimalkan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan publik. Sementara

masyarakat menginginkan terbukanya akses publik. Industri penyiaran juga
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punya ukuran tersendiri, yakni bagaimana investasinya kembali sekaligus
mendatangkan profit yang sebesar-besarnya. Masing-masing kekuatan dalam
batas tertentu mempengaruhi implementasi regulasi. Dengan demikian regulasi
kepemilikan dan isi siaran merupakan wilayah yang berada pada kekuatan
ekonomi dan politik antara pelaku pasar.

1.7. OPERASIONALISASI KONSEP

1.7.1 Definisi Konseptual

siaran berjaringan secara

umum diartikagisebagal. Si as@kame§iaran secara sentral kepada

sejumlah stasiun penyiaran.

Dan Putra (1992: 20) mendefinisikan televisi jaringan merupakan
sebuah kelompok televisi lokal, berhubung secara bersama, secara
elektronis, sehingga program bisa disuplai melalui sumber tunggal yang
bisa disiarkan secara serentak.
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1.7.1.2. Regulasi Penyiaran

Definisi dari regulasi adalah suatu sistem untuk menciptakan keteraturan,
kepastian hukum dan komitmen. Definisi dari penyiaran berupa pengertian
stasiun, dan pelayanan siaran (broadcasting servis). Penggunaan istilah
penyiaran secara makro mengacu pada media elektronik. Dari dua unsur
kata ‘’penyiaran dan sistem’’ dapat disimpulkan bahwa sistem penyiaran
adalah rangkaian penyelenggaraan penyiaran yang teratur dan

asi - penyiaran  berarti

3N mengatur  dunia

dﬂ ata laksana penggunaan
properti dalam Jkaitannya de

regulation) berisi batasan material siaran yang boleh dan tidak untuk
disiarkan. Menurut Feintuck (1998: 5I), Regulasi akan menentukan siapa
yang berhak ‘“’menyiarkan’> dan siapa yang tidak. Dalam konteks
demikian regulasi berperan sebagai mekanisme kontrol.

1.7.1.3.Kepentingan Ekonomi dan Kepentingan Politik

Kepentingan menurut kamus bahasa Indonesia yang disusun oleh M.B.

Ali dan T. Deli, berasal dari kata penting, mengandung pengertian sangat
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perlu, sangat utama (diutamakan). Sedang kata “ekonomi” berasal dari
bahasa latin oikonomia yang mengandung pengertian pengaturan rumah
tangga. Rumah tangga di sini mungkin kecil seperti sebuah keluarga,
mungkin juga besar seperti negara. Pengaturan melalui ekonomi terbatas
pada usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dengan
menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia secara lebih efisien dan
produktif.

Sedangkan definisi dari kepentingan ekonomi yaitu sesuatu yang

sangat diutamakan atau djig gkan untuk mencapai kemakmuran. Di

keadaan, jalar atauJEfam Yigunakan untuk mencapai
tujuan. Definisi @olitik men ber fldalah panggilan hidup untuk
mengabdi kepada kepentingan umum, dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan. Politik dalam praktik selalu berhubungan dengan jabatan
publik yang menjalankan wewenang policy maker. Jabatan publik
diperoleh aktor politik melalui mekanisme demokrasi yang berdiri di atas
tiga aspek, yaitu kompetisi, partisipasi dan kebebasan sipil dan politik
untuk menentukan pilihan (Schumpeter, dalam Sorensen: 2003).

Sehingga bisa ditarik definisi, kepentingan politik adalah
kebijakan yang diutamakan atau dipentingkan adalah alat atau cara yang

digunakan untuk mencapai tujuan kepentingan umum.
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1.7.2. Definisi Operasional

1.7.2.1. Sistem Stasiun Jaringan

Sistem Stasiun Jaringan adalah suatu stasiun induk dengan sejumlah
stasiun lokal yang menjadi periferal dalam penyiaran. Hubungan stasiun
induk dengan stasiun lokal berupa pemilikan penuh atau persahaman, dan
bersifat terkait dalam pasokan (feeding) program. Sehingga sistem siaran

V

;W)QLERQ‘Q%W an Swasta induk stasiun
mbagda Pen

yiaran Swiiasta yang bertindak sebagai

sistem stasiuf 'ari@iﬂ
jaringan merup@kan Le
koordinator yang siarannya direlai oleh Lembaga Penyiaran Swasta
anggota stasiun jaringan dalam sistem stasiun jaringan; (3) Lembaga
Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran
Swasta yang tergabung dalam suatu sistem stasiun jaringan yang
melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari Lembaga Penyiaran
Swasta induk stasiun jaringan. (4) Lembaga Penyiaran Swasta anggota
stasiun jaringan hanya dapat berjaringan dengan 1 (satu) Lembaga
Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan. (5) Lembaga Penyiaran Swasta

jasa penyiaran televisi yang menyelenggarakan siarannya melalui sistem
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stasiun jaringan harus memuat siaran lokal. (6) Setiap penyelenggaraan
siaran melalui sistem stasiun jaringan dan setiap perubahan jumlah
anggota stasiun jaringan yang terdapat dalam sistem stasiun jaringan wajib
dilaporkan kepada Menteri.

Sistem stasiun jaringan yang dimaksudkan dalam penelitian ini
adalah LPS Televisi Lokal dari PT Sun Televisi Networks sebagai induk
jaringan yang membentuk sistem jaringan dengan anggota, dengan
mengadopsi dua model, Program Affiliation Network dan atau Owned and

1.7.2.2. RedWasi Kepeml IRegpaan Isi Slaran

an be’d g‘uﬂengam beriih

yang mengatur praktik media massa, kode bertindak (code of conduct),

Regulasi penyi? pgal peraturan perundangan
keterbukaan ruang publik serta sikap pemerintah terhadap demokratisasi
pers. Regulasi penyiaran berarti sekumpulan aturan, hukum dan
komitmen yang mengatur dunia penyiaran. Regulasi yang dimaksud dalam
penelitian ini berupa UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, PP No 50
Tahun 2005, dan Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009 yang mengatur
operasionalisasi sistem jaringan. Adapun regulasi yang dilihat dalam
penelitian ini dibatasi pada regulasi kepemilikan dan isi siaran dari PT Sun
Televisi Networks.
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Tabel 1.5
Operasionalisasi Regulasi

Regulasi Penyiaran

Bagaimana dan siapa yang berhak mendapatkan lisensi penyiaran

Menumbuhkan tingkat solidaritas dan rasa nasionalisme.

Perlindungan institusi media domestik dari *’kekuatan’’ asing

Pembatasan konsentrasi dan kepemilikan silang.

Regulation of fairness_ objektivitas, imparsialitas dan akuntabilitas.

Dan | Palinr emiliki saham 100 persen

PemusataigKepemilikan pada badan h

| Tats Foadan hukum kedua
ak memiliki saham sebesar 20
peisemmagla badan hukum ketiga

Paling banyak memiliki saham sebesar 5
persen pada badan hukum keempat

1 (satu) badan hukum paling banyak
memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan
penyiaran jasa penyiaran televisi, yang
berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda.

Kerjasama Jaringan dan Isi Siaran | Perjanjian kerjasama memuat penetapan
Anggota Jaringan stasiun induk dan stasiun anggota; program
siaran yang akan direlai; persentase durasi
relai siaran dari seluruh waktu siaran per
hari; persentase durasi siaran lokal dari
seluruh waktu siaran per hari; dan
penentuan alokasi waktu (time slot) siaran
untuk siaran lokal

Dalam sistem stasiun jaringan, program
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siaran yang direlai oleh stasiun anggota
dari stasiun induk, dibatasi dengan durasi
paling banyak 90% dari seluruh waktu
siaran per hari.

Berdasarkan perkembangan kemampuan
daerah dan lembaga penyiaran swasta,
program siaran yang direlai oleh stasiun
anggota dari stasiun induk tersebut secara
bertahap turun menjadi paling banyak 50%
dari seluruh waktu siaran per hari.

Berdasarkan perkembangan kemampuan
daerah dan lembaga penyiaran swasta,
program siaran yang direlai oleh stasiun
anggota dari stasiun induk tersebut secara
bertahap turun menjadi paling banyak 50%
dampseluruh waktu siaran per hari

baga penyiaran swasta

uat siaran lokal tersebut
aik menjadi paling sedikit
waktu siaran per hari

yelenggaraan

jaringan

duk jaringan

entukjasama

isi kerjasama

branding

manajemen (pusat atau daerah)

human resources (prosentase pusat dan
daerah)

share and profit modal

Jenis program yang direlai

Berita, hiburan, film dan sinetron , takshow,
dan sebagainya

Muatan Lokal

Kedekatan (proximity) dan nilai lokal

Prosentase durasi relai per hari dari
seluruh waktu siaran

10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, dan
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sebagainya

Prosentase siaran lokal dari seluruh 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 % dan
waktu siaran per hari

sebagainya

Penentuan alokasi waktu (time slot) Prime time, regular time
untuk siaran lokal

1.7.2.3. Kepentingan Ekonomi dan Kepentingan Politik

Kepentingan ekonomi vyaityssesuatu yang sangat diutamakan atau

dipentingkan untuk ggeficapai tujtg vyaitu kemakmuran Kepentingan

jaringan un Lty ®makmuran. Kepentingan

{11 dan kekuasaan pasar.

dala masyarakat y@#fg ditandai oleh adanya

AR

berkaitan dengan ekonomi dan politik yang berlaku. Sehingga media

pada individu, kelompok dan

dalam beberapa hal media

memiliki konsekuensi dan nilai ekonomi. Serta  merupakan objek
persaingan untuk memperebutkan kontrol dan akses.

Dan, nilai atau value diposisikan sebagai sebuah faktor krusial
yang mempengaruhi tujuan. Wahyuni (2000: 4) menyebut nilai sebagai
sesuatu yang terdapat pada sebuah benda dan dapat digunakan untuk
mencapai tujuan tertentu. Cuilenburg dan McQuail (2003: 183)
mengkategorikan nilai atau value sebagai salah satu elemen atau faktor
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utama yang menentukan sebuah kebijakan komunikasi. Sehingga nilai
atau value diposisikan sebagai sebuah faktor krusial yang mempengaruhi
tujuan sistem siaran berjaringan. Karena itulah dalam kepentingan
ekonomi dan politik selalu melekat nilai ekonomi dan politik.

Nilai ekonomi melekat dalam praktik sistem siaran televisi
berjaringan. Di dalam sistem penyiaran, stasiun televisi juga berperan
sebagai entitas bisnis yang merupakan sarana memproduksi produk-
produk kepada masyarakat dan dengan demikian berorientasi untuk

satu atau lebih dari

pemberian suara dan pembelian), memberikan status dan legitimasi
mendefinisikan dan membentuk persepsi realitas. Sehingga berkaitan
dengan kepentingan politik, maka media bisa dimanfaatkan untuk (1)
pencapaian kekuasaan ataupun kepentingan pihak-pihak tertentu; (2)
mempertahankan kekuasaan tersebut; (3) memperluas kekuasaan yang
telah ada. Pada umumnya, nilai ini lebih kuat pada sistem penyiaran yang
diterapkan di negara-negara yang menganut sistem penyiaran sentralistik
maupun paternalistik. Nilai politis yang kuat dalam sistem penyiaran di

suatu negara tentu akan mempengaruhi sistem siaran jaringan yang akan
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diterapkan. Faktor yang bersifat politis (berkenaan dengan kekuasaan)
bukan saja berasal dari internal media tetapi juga dipengaruhi faktor luar,
yaitu pemerintah dan publik (otoritas eksternal pembatasan dan pengaturan
media).

Sehingga bagaimana implementasi regulasi merupakan hasil
hubungan tarik menarik kepentingan ekonomi politik dari pemerintah,
pasar dan publik. Negara dalam penelitian ini adalah lembaga legislatif
dan eksekutif. Negara dalam hal ini mengatur lisensi, kepastian alokasi,

ang digunakan oleh

sifatnya terbatas yang

dimiliki dan d unaﬁéFM

Hubungdh  antara

ARANS

konsumen-produsen, karenanya bersifat kalkulatif dari sudut pandang

lik merupakan hubungan

pengirim, karakteristik tindakan pembelian atau pemilihan pemirsa.
Kebijakan negara yang mengatur pengadaan dan penggunaan
frekuensi bagi media penyiaran terkait erat dengan strategi pembangunan
yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitannya frekuensi
merupakan sumber daya publik (public resources), di mana masalah
sumberdaya merupakan masalah politik yaitu siapa yang menguasai dia
akan menguasai basis ekonomi, sedangkan penguasa ekonomi

padagilirannya akan menguasai percaturan politik.
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Tabel 1.8
Variabel dan Indikator
Kepentingan Ekonomi, Politik, Ideologis

Kepentingan

Indikator

Kepentingan
Ekonomi

Pemerintah/
Negara

Kepenti
Politik

Meningkatkan pendapatan melalui
pajak

Meningkatkan pendapatan dari
perizinan frekuensi

Meningkatkan pendapatan dari royalti

Menambah investasi negara

Menumbuhkan industri kreatif

Remasukan devisa dari industri kreatif
Bheari Menekan biaya dan
harga produksi

Memenuhi
keinginan market

uan/Inovator

phargaan dari

ebijakan atau regulasi
frekuensi, kepemilikan, isi)

gare@modasi aspirasi rakyat

Penengah antara pasar dan publik

Merepresi industri media

Industri
Televisi/pasar

Pencapaian kekuasaan ataupun
kepentingan pemilik media

Mempertahankan kekuasaan pemilik
media

Memperluas kekuasaan yang telah ada,
yaitu kekuasaan memiliki media

Alat sosialisasi politik

Memobilisasi politik
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1.8. METODA PENELITIAN

1.8.1. Desain penelitian

Berdasar fokus penelitian dan subjek yang diteliti tentang implementasi
regulasi kepemilikan dan isi siaran sistem stasiun jaringan PT Sun Televisi
Network, jenis riset yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan
pendekatan Studi Kasus.

Penelitian studi kasus regulaggkepemilikan dan isi siaran sistem siaran

dan isi siaran dengag# - {liki pengambilan data yang

Gl sum% masi. Penelitian ini juga

peristiwa, aktif o
mc ase Study). Jenis ini
n%g ignlementasi regulasi

atau proble ArChic w2t ek kekhususan dan

peneliti mengabaiRg eingintahuan ang #fain agar kasusnya dapat
memunculkan kisah urxéﬁ R r&aﬁ @ bukan untuk memahami
konstruk abstrak atau*Tenormte

Pemilihan kasus implementasi regulasi kepemilikan dan isi siaran di PT
Sun Televisi Networks sendiri diambil karena peneliti menganggap kasus ini
menarik. Alasannya : (1) PT Sun Televisi Network yang merupakan jaringan
televisi lokal pertama di Indonesia, memiliki program lokal dengan kualitas
setara televisi nasional merupakan milik konglomerasi media terbesar di
Indonesia, yaitu PT Media Nusantara Citra, Tbk. (2) SUN TV memiliki anggota
jaringan paling banyak, yaitu 16 anggota jaringan, dan masih menargetkan

menggandeng 14 stasiun televisi lokal lainnya. (3). Sejumlah pihak melihat
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banyak permasalahan muncul dalam praktik penyelenggaraan Sistem Stasiun
Jaringan dari SUN TV yaitu pada modus akuisisi dan pengambilalihan saham;
(4) Model SSJ dari SUN TV Network pada awalnya dianggap sebagai model
ideal dari SSJ, namun pada kenyataannya justru sebaliknya, banyak melakukan
pengingkaran terhadap regulasi yang ada.

Penelitian dengan studi kasus, maka peneliti akan membatasi ruang
lingkup sebagai berikut: (1) Partikularistik. Artinya studi kasus ini terfokus
situasi peristiwa atau program atau fenomena tertentu. Fokus penelitian ini ada

pada  masalah konsep praki A, Implementasi regulasi sistem stasiun

regulasi

Situs dalam penelitian ini PT Sun Televisi Networks, yang didirikan oleh
kelompok perusahaan media terbesar di Indonesia, PT Media Nusantara Citra,
Tbk. Stasiun induk dengan jargon ’’because every city is different’” ini memiliki
konten program televisi lokal dengan kualitas siaran setara televisi nasional.
Beberapa stasiun televisi lokal di Indonesia yang berada dalam naungan Sun
TV, seperti Deli TV (Medan), Lampung TV (Lampung), Minang TV (Minang),
Urban TV (Batam), IMTV (Bandung), BMS TV (Banyumas), Pro TV
(Semarang), M&HTYV (Surabaya), BMC (Bali), KCTV (Pontianak), SUN TV
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Makassar (Makasar). Prosentase Konten program sudah ditetapkan bagi
anggota jaringan, 50 persen konten lokal (pukul 0.00-12.00), 30 persen Konten
Nasional (pukul 12.00-24.00), 20 persen konten internasional (pukul 12.00-
24.00), dengan komposisi 30 persen program hiburan, 20 persen program
informasi, program drama/sinetron/ film televisi, dan 20 persen program

pendidikan agama, dan layanan masyarakat.

1.8.3.Subjek Penelitian

masalah yang ditelis W@lﬁrﬁ“ jadiflan bahan analisis.

2. Jumlah informanj§sangat bergahtln ncapaian tujuan penelitian,
artinya bila masalah-masalah dalam penelitian yang diajukan sudah terjawab
dari 4 informan, maka jumlah tersebut adalah jumlah yang tepat.

3. Peneliti diberi kewenangan dalam menentukan siapa saja yang menjadi
informan, tidak terpengaruh jabatan seseorang. Bisa saja peneliti membuang
informan yang dianggap tidak layak. Dalam penelitian ini diambil 6 (enam)
orang sebagai informan, karena dianggap menguasai permasalahan yang sedang
diteliti. Informasi dari enam informan tersebut danggap sudah dapat menjawab
segala hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Selanjutnya

pengumpulan informasi dilakukan dengan intensif sehingga mendapatkan
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informasi yang valid. Informan tersebut merupakan orang-orang yang sangat
memahami dalam bagiannya masing-masing. Mereka adalah sebagai berikut:
Top Management PT Sun Televisi Network, perwakilan dari KPI pusat,
perwakilan dari KPID, perwakilan dari Menkominfo, perwakilan dari televisi
lokal jaringan (Pro TV) dan Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)

1.8.4. Jenis Data

Peneliti sebagai instruigs agpelitian, dapat menyesuaikan cara

gkungan penelitian, serta dapat

- (1) catgfln hasil wawancara; (2)
hasil observasi ke lapgnga Fm Iﬁﬂ-ﬂﬁw% b
dan kejadian, (3) data-§ata mengenal Informan; (4l dokumentasi-dokumentasi ;
(5) kuesioner (hasil survei); (6) rekaman; (7) bukti fisik

gftuk catatan tentang situasi

2. Data Sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan
disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam
bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data ini digunakan untuk mendukung
infomasi primer yang diperoleh baik dari dokumen, maupun dari observasi
langsung ke lapangan (Umar, 1999). Data sekunder tersebut antara lain berupa:
(1) Wawancara dengan perwakilan perwakilan dari KPI pusat, perwakilan dari
KPID, perwakilan dari Menkominfo, perwakilan dari televisi lokal jaringan, LPS

televisi swasta, informan dari LSM dan pengamat tentang regulasi televisi
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penyiaran (Agus Sudibyo); (2) Surat Keputusan Tentang Pembangunan Televisi
Jaringan PT Sun Televisi Networks; (3) Program dan Anggaran Televisi Jaringan
PT Sun Televisi Networks; (4) Data-data Televisi Jaringan PT Sun Televisi
Networks.

1.8.5. Sumber Data

Secara keseluruhan, data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Visi, misi dan Tujuan PT Sug I Networks dan LPS Televisi Swasta
Nasional
2. Lingkungan politik PP No 50 Tahun 2005, dan

Dalam penelitian ini d unakaanAkﬁ)engumu

dan wawancara mendalam/in-depth Interviews (Chaedar, 2002). Kedua

data pengamatan/observasi

metode/teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengamatan/Observasi yang dimaksud adalah pengamatan yang
sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam setting sosial yang
dipilih untuk diteliti.
2. Wawancara mendalam (in-depth interviews)
Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan
pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu. Wawancara

dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang
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diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada responden yang
dianggap menguasai masalah penelitian.

3. Library research

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka atau (library research)
dinilai sesuai untuk penelitian ini. Dalam banyak literatur, studi pustaka
disejajarkan— bahkan disamakan—dengan beberapa istilah, seperti
metode dokumenter (Gulo, 2003: 123), studi literatur, tinjauan literatur,
serta studi dokumen atau studi record. Record hampir mirip dengan

dokumen, namun bersifa

ghtal dan hanya bisa didapatkan dari

sumbernya jika peng ptuk melengkapi data (Moleong,
1988).
1.8.7. Analisis D
Analisis data atif disebut sebagai
1. Open CRding
Menurut K&entjoro memberi nama,
mengategoris®ikan fe oses penelaahan yang

menemukan kateg¥i lasil akhir dari kegiatan ini

adalah didapatkan Kategori ini dapat diurai
secara terperinci berdasarkan ciri-cirinya (property), dimensi besarannya
(dimension), faktor pendukung atau yang memengaruhi (supportive), dan

contoh nyatanya (example).

2. Axial Coding

Merupakan posedur yang diarahkan untuk melihat keterkaitan antara kategori-
kategori yang dihasilkan melalui open coding. Terdapat beberapa kondisi yang
dapat digunakan untuk melihat saling keterkaitan, di antaranya (1) kondisi
yang menjadi penyebab (causal conditions); (2) fenomena utama (central
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phenomenon); (3) konsekuensi atau hasil dari suatu aksi atau interaksi
(consequences); (4). Aksi atau interaksi atau strategi untuk merespons atau
menangani suatu fenomena strategis; (5) konteks atau situasi tertentu, tempat
atau yang memengaruhi terjadinya aksi, interaksi atau strategi (context); (6).
Intervening conditions atau structural conditions yang memfasilitasi atau

menghambat dikembangkan suatu strategi tertentu.

3. Selective Coding

2 dengan kategori-kategori

yang lain,.Prosgf i | 4l alidasi keterkaitan antara

Merupakan derajat ketepatan antara data obyek sebenarnya dengan data
penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan
valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan
apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Validitas dalam
penelitian kualitatif menunjukkan sejauhmana tingkat interpretasi dan
konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara peneliti
dan partisipan. Dengan kata lain, partisipan dan peneliti memiliki
kesesuaian dalam mendeskripsikan suatu peristiwa terutama dalam

memaknai peristiwa tersebut.
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1.9.2. Reliability

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau
temuan (Sugiyono. 2007;364). Dalam penelitian kualitatif suatu realitas itu
bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada yang
konsisten, dan berulang seperti semula. Situasi senantiasa berubah
demikian juga perilaku manusia yang terlibat di dalamnya. Pelaporan

penelitian kualitatif pun beggatgdividu, atau berbeda antara peneliti satu

; . Mgksud dari pengertian ini

ﬂ“ datgl disampaikan oleh orang
Ing dikat@kan bersifat subyektif dan

didasarkan p3&ga Frﬁ
banyak. Penelifla alitatl

reflektif. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan instrumen yang
standar tetapi peneliti bertindak sebagai instrumen. Data dikumpulkan
secara verbal diperkaya dan diperdalam dengan hasil pengamatan,
mendengar, persepsi, pemaknaan/penghayatan peneliti. Namun demikian
peneliti meskipun melibatkan segi subyektifitas , dia harus disiplin dan
jujur terhadap dirinya sebab penelitian kualitatif harus memiliki
objektifitas pula. Objektifitas di sini berarti data yang ditemukan dianalisis

secara cermat dan teliti, disusun, dikategorikan secara sistematik, dan
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ditafsirkan berdasarkan pengalaman, kerangka berpikir, persepsi peneliti

tanpa prasangka dan kecenderungan-kecenderungan tertentu.

Untuk menguji  Validitas dan Reliabilitas maka dipergunakan peer group
discussion dengan teknik triangulasi, yaitu menganalisis jawaban subjek dengan
meneliti kebenarannya, dengan data empiris (sumber data yang tersedia). Di sini
jawaban subjek dicross check dengan dokumen yang ada. Pendapat tentang
triangulasi data yang akan digunakan untuk mengukur keabsahan data tersebut

mengandung makna, bahwa degg#™genggunakan metode triangulasi dapat

Dalam peneliti@h ini ggl Byl KeBrRias an-keterbatasan yang tidak

dapat dihindari,

regulasi penyiaran

Akhirnya sumber yaNg dIQTWE imtwwe
dan berbagai artikel @ interne edia masp

digunakan dalam penelitian ini. Yang kedua berupa sumber informasi yang berupa

fa literatur ilmiah, laporan

yang relatif update juga

record. Penelitian ini belum seimbang jika tidak dilakukan pembacaan wacana
dengan framing dari pihak-pihak yang berkepentingan, namun kenyataannya di
lapangan menunjukkan keterbatasan atas akses dan penggalian informasi.
Perdebatan wacana yang muncul di media teraktual juga digunakan sebagai data
pendukung dalam memetakan interaksi kepentingan yang melatarbelakangi sistem
stasiun jaringan. Selain itu keterbatasan pengetahuan dan pemahaman peneliti,

juga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.
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